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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Good Governance 

Pada awalnya Bank Dunia mendefinisikan “Governance” sebagai 

“the exercise of political power to manage a nation’s affair (Davis and 

Keating, 2000) dalam  bukunya Arifin Tahrir. Sementara itu UNDP 

(United Nations Development  Programme) mendefinisikan Good 

Governance sebagai “The Exercise of political, economic, and 

administrative authority to manage the nation’s affair at all levels.” 

OECD dan WB mensinominalkan Good Governance dengan 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 

bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi, dan pasar bebas, 

penghindaran salah alokasi dana investasi yang langkah, dan pencegahan 

korupsibaik secara politik maupun adminitrative, menjalankan disiplin 

anggaran serta menciptakan kepastian hukum dan suasana politik untuk 

tumbuhnya aktifitas kewirausahaan.
1
 Terdapat sembilan karakteristik 

Good Governance, yaitu: 

1. Partisipation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 

keputusan, baik secara langsung maupun melalui inter-mediasi institusi 

legitimasi yang mewakilkan kepentingannya. 

                                                             
1
 Arifin Tahrir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Bandung: ALFABETA, 2015),99 
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2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa 

pandang bulu, terutama hukum untuk azazi manusia. 

3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus 

informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung 

dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan. 

4. Responciveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba 

untuk melayani setiap stakeholders. 

5. Concensus orientation. Good Governance menjadi perantara 

kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi 

kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun 

prosedur-prosedur. 

6. Equinty. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, 

mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga 

kesejahteraan mereka. 

7. Effectiveness and efficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga 

menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan 

menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. 

8. Accountability. Para pembuatan keputusan dalam pemerintahan, sektor 

swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada public 

dan lembaga-lembaga stakeholders. 

9. Strategic Vision. Para pemimpin dan public harus mempunyak 

perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan 
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jauh ke depan sejalan  dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan 

semacam ini. 

 Istilah governance lebih kompleks karena melibatkan tiga pilar 

stakeholders, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam posisi yang 

sejajar dan saling kontrol. Hubungan ketiganya harus dalam posisi 

seimbang dan saling kontrol (checks and balances), untuk menghindari 

penguasaan atau “exploitasi” oleh suatu komponen terhadap komponen 

lainnya. Bila satu komponen lebih tinggi dari pada yang lain, yang terjadi 

adalah dominasi kekuasaan atas dua komponen lainnya. 

 Istilah good public governance mengandung makna tata 

kepemerintahan yang baik, pengelolaan kepemerintahan yang baik serta 

dapat pula diungkapkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

penyelenggaraan negara yang baik ataupun adminitrasi negara yang baik. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang 

baik (good governance) adalah reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai 

organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan 

peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki 

semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi 

dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari 

pengawasan eksternal. 

 Penerapan tata kepemerintahan yang baik dilingkungan 

pemerintahan tidak terlepas dari penerapan sistem manajemen 

kepemrintahan yang merupakan rangkaian hasil dari pelaksanaan fungsi-
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fungsi manajement (planning, organizing, actuating dan controlling) yang 

dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan sistem 

manajemen tersebut mampu menhasilkan kemitraan positif antara 

pemerintahan, dunia usaha swasta dan masyarakat. dengan demikian, 

lingkungan instansi pemerintahan diharapkan dapat memberikan 

pelayanan prima kepada masyarakat. Agenda penciptaan tata 

pemerintahan yang baik setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran yaitu: 

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 

dibirokrat yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas 

2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan 

yang efisiensi, efektif dan profesional, transparansi dan 

akuntabilitas. 

3. Terhapusnya peraturan dan praktek ang bersifat diskriminatif 

terhadap warga negara. 

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan 

kebijakan publik 

5. Terjaminnya konsisten seluruh peraturan pusat dan daerah. 

B. Transparansi 

Transparansi (keterbukaan untuk umum) adalah unsur lain yang 

menompang terwujudnya good governance. Akibat tidak adanya prinsip 

transparansi ini, menurut banyak ahli, Indonesia telah terjerembab ke 

dalam kubungan korupsi yang sangat parah. Untuk tidak mengulangi masa 

lalu dalam pengelolaan kebijakan publik, khususnya bidang ekonomi, 
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pemerintah di semua tingkatan harus menerapkan prinsip transparansi 

dalam proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka 

menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksana pemerintahan baik 

pusat maupun yang dibawahnya. 

Dalam pengelolaan negara terdapat delapan (8) unsur yang harus 

dilakukan secara transparansi, yaitu: 

Menurut Gaffar ada 8 aspek: 

1. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan. 

2. Kekayaan pejabat publik 

3. Pemberian penghargaan 

4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan  

5. Kesehatan 

6. Moralitas pada pejabat dan aparatur pelayanan publik 

7. Keamanan dan ketertiban  

8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.
2
 

Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui 

mekanisme test and propertest (uji kelayakan) yang dilakukan oleh 

lembaga legislatif maupun komisi independent seperti komisi yudisial, 

komisi kepolisian, komisi pajak dan sebagainya. 

Azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak 

                                                             
2 Khadafi. Dkk., Civic Education Pendidikan Kewarganegaraa (Surabaya: UIN Sunan 

Ampel Press, 2013), 123 
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diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,  golongan dan rahasia 

negara. Penerapan azas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai 

informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah secara benar, 

jujur dan tidak diskriminatif. Makna dari transparansi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu: 

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintahan kepada 

rakyat, dan 

2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek 

kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
3
 

Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintahan 

dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan 

sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. 

Pemerintahan berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan 

informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Transparansi 

menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam 

menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki 

kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi 

orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap 

                                                             
3
 Tahrir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 99 
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mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit 

untuk disembunyikan.Dengan demikian transparansi menjadi instrumen 

penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi. 

Prinsip ini memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh 

pemerintahan, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya 

akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik 

kinerjannya. Transparansi harus seimbang dengan kebutuhan akan 

kerahasian lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak 

privasi individu. Karena pemerintah menghasilkan data dalam jumlah 

besar, maka dibutuhkan petugas informasi professional, bukan untuk 

membuat dalih atas keputusan yang penting kepada masyarakat serta 

menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut.  

C. Akuntabilitas 

Asas akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat publik 

terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi 

kepentingan mereka.
4
 Salah satu untuk menfasilitasi terciptannya 

transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan 

Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi 

daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan 

Laporan Keuangan yang terdiri dari atas Laporan Surplus atau Desifit. 

Pemerintah bertanggungjawaban untuk menyediakan berbagi 

layanan publik dan menjalankan fungsi yang diwajibkan bedasarkan 

                                                             
4
 Khodafi, Civic Education, 126 
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regulasi yang ada. Untuk itu, organisasi pemerintah dijenjang manapun 

diharapkan mampu dengan tepat menganalisa masalah, menetapkan 

agenda dan arah, dan strategi yang tepat. Akuntabilitas merupakan bentuk 

kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan 

menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan 

proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan 

kinerjannya. Kinerja pemerintah dan aparatnya adalah kualitas produk dan 

pelayanan publik yang dapat memberikan menfaat terhadap peningkatan 

kualitas kehidupan masyarakat. 

Pada prinsipnya, akuntanbilitas sektor publik adalah kepada 

masyarakat, dengan indikator pada hasil produk dan pelayanan (output) 

yang dicapai sesuai target (seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air 

minum, sanitasi dll). tingkatan akuntabilitas dimulai pada akuntabilitas 

teknis, yaitu pertanggungjawaban terhadap input dan output atau produk 

yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya, tingkatan 

akuntanbilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban 

outcomes atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik 

yang diterima oleh masyarakat.
5
 Dari perspektif sistem akuntabilitas, 

terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu:
6
 

1. Berfokus pada hasil 

                                                             
5 Penny Kusumastuti Lukito, Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor 

Publik: Tantangan Berdemokrasi Ke Depan (Jakarta : PT Gramedia, 2014), 2 
6  Arja Sadjiarto, “Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan”, Jurnal 

Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 2 (Nopember 2000), 142 
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2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk 

mengukur kinerja 

3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan 

keputusan atas suatu program atau kebijakan 

4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu 

5. Melaporkan hasil dan mempublikasikannya secara teratur 

Akuntabilitas pemerintahan dinagara yang menganut paham 

demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar demokrasi yaitu 

kedaulatan adalah ditangan rakyat. 

D. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa 

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban desa tersebut. Yang dimaksud dengan pendapatan desa 

ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang. 

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah sumber-sumber 

penerimaan atau penghasilan desa yang sah. Pengeluaran-pengeluaran 

desa dapat digolongkan atas pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, 

dan pekerjaan-pekerjaan pembangunan. Sumber-sumber penerimaan desa 

pada umumnya ialah: 

a. Dari pemerintah 

b. Dari masyarakat 

c. Dari pihak ketiga 
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d. Dari kekayaan Desa
7
 

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas: 

1. Pendapatan Desa 

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui 

rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu (1) tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan 

desa terdiri : 

a. Pendapatan asli desa (PADesa) 

b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota 

c. Bagian dari retribusi kabupaten/kota 

d. Alokasi dana desa (ADD) 

e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, 

pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya 

f. Hibah 

g. Sumbangan pihak ketiga 

 

2. Belanja Desa 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang 

merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang 

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja 

desa terdiri dari atas: 

a. Belanja langsung  

                                                             
7
 Taliziduhu Ndraha., Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa (Jakarta: PT BUMI 

AKSARA, 1991), 113 
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(1) Belanja pegawai 

(2) Belanja barang dan jasa  

(3) Belanja modal 

b. Belanja tidak langsung meliputi, 

(1)  Belanja pegawai 

(2) Belanja subsidi 

(3) Belanja hibah 

(4) Belanja bantuan sosial 

(5) Belanja bantuan keuangan 

(6) Belanja tak terduga  

3. Pembiayaan desa 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 

anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas: 

a. Penerimaan pembiayaan 

b. Pengeluaran pembiayaan
8
 

 Pemerintahan desa setiap tahun wajib menyusun APBDes. 

APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan 

tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Program 

pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka 

menengah desa (lima tahun), yang disebut dengan rencana pembangunan 

                                                             
8
  Hanif, Nurcholis. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Jakarta : 

Erlangga, 2011), 83 
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janga menengah desa (RPJMDesa). Sekretaris desa menyusun rancangan 

peraturan desa tentang APBDes bedasarkan RKPDesa (Rencana Kerja 

Pemerintah Desa). Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan 

desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. 

Kemudian kepala desa menyampaaikan rancangan peraturan desa kepada 

BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan 

bersama. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa pada Pasal 5 di sebutkan bahwa:
9
 

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a 

bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. 

2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan 

desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; 

b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan 

APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; 

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 

ditetapkan dalam APBDesa; 

d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

dan 

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 

APBDesa. 

 

Pasal 6 

1. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b 

bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. 

2. Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya 

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan 

Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa; 

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 

anggaran belanja kegiatan 

                                                             
9
  Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
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d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan 

e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa 

dan 

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan. 

Pasal 7 

1. Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c di jabat 

oleh staf pada Urusan Keuangan. 

2. Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran 

pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.10 

Pasal 35 

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. 

2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan 

pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. 

3. Bendahara desa wajib mempertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

Pasal 36  

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 35 ayat (2), menggunakan: 

a. Buku kas umum 

b. Buku kas pembantu pajak, dan 

c. Buku bank  

Pasal 37 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati/Walikota berupa: 

a. laporan semester pertama; dan 

b. laporan semester akhir tahun. 

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

berupa laporan realisasi APBDesa. 
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3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 

berjalan. 

4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

Bagian Kelima Pertanggungjawaban 

Pasal 38 

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 

anggaran. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan. 

3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: 

a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Tahun Anggaran berkenaan; 

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 

Anggaran berkenaan; dan 

c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang 

masuk ke desa. 

Pasal 39 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Pasal 40 

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan 

kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang 

mudah diakses oleh masyarakat. 

2. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan 

pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. 

Pasal 41 
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1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan 

APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan 

kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. 

2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) 

bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
11

 

Dalam mengadakan keterbukaan informasi publik terdapat UUD 

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2008 Pasal 3 menyebutkan bahwa: 

Undang-undang ini bertujuan untuk: 

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan  

kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan 

keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. 

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

kebijakan publik. 

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan 

publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. 

d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang 

transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak. 

f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan/atau 
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g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan 

Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang 

berkualitas.
1213

 

Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik membuat 

masyarakat bisa mengetahui asas perencanaan dan tanggung jawab 

kebijakan publik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Desa. Informasi dari kebijakan publik untuk masyarakat diperlukan agar 

terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dengan istilah Good 

Governance. Karena adanya UU Keterbukaan Informasi Publik 

masyarakat dengan mudahnya bisa mengakses informasi anggaran yang 

berada di desa Tempel tersebut.  
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